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Pemkab Alokasikan DAU dan DBH

{

KOORDINASI - TAPD dan Banggar DPRD, Senin (19/2)
kemarin membahas pergeseran pos anggaran APBD In-

~duk 2018 menyusul terbitnya PMK No. 112 Tahun 2017.

Singaraja (Bali Post) — .
Menyusul terbitnya Pera-
turan Menteri Keuangan

(PMK) No. 112 Tahun 2017,

komposisi alokasi anggaran
dalam APBD Induk 2018 ter-
paksa dilakukan pergeseran
pos anggaran. Buleleng harus
mengalokasikan jatah Dana

Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Bagi Hasil (DBH) sebe-
sar 25 persen untuk mem-
biayai kegiatan bidang 'in-
frastruktur. :

Buleleng mendapat DAU
‘pada tahun 2018 sebesar Rp
900 miliar lebih. Dari jum-
lah itu, Rp 225 miliar lebih
harus digeser untuk bidang

infrastruktur. Meski demiki-
an, dana hasil pergeseran itu -

tidak ada yang dipergunakan
untuk menangani kerusakan
infrastruktur akibat bencana
banjir bandang dan tanah
longsor beberapa hari lalu.

Dari perhitungan teknis, .

diperkirakan perbaikan pas-

cabencana itu membutuh-

kan anggaran sebesar Rp 8
~ miliar. PIER

" gebagai mitra pem a
_lam melaksanakan kebijakan

Hasil pergeseran itu mengi-
kuti PNII)?{' No. 112 Tahun
2017, Tim Anggaran Pemerin-
tah Daerah (TAPD) melapor-
kan hasil pergeseran terse-
but kepada Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Buleleng,
Senin (19/2) kemarin. Rapat
koordinasi textutuxrtexsebut
dipimpin Ketua TAPD yang
juga Sekretaris Daerah (Sek-
da) Ir. Dewa Ketut Puspaka,
M.P. Sementara itu, Banggar
hadir ketuanya Gede Supri-
atna bersama Wakil Ketua
Ketut Susila Umbara ber-
sama anggota banggar. \

Dewa Ketut Puspaka men-
gatakan, amanat PMK No.

- 112 Tahun 2017 itu sudah

diikuti di mana jatah DAU
dan DBH yang tadinya dia-
lokasikan berdasarkan Per-
mendagri telah disesuaikan.
Penyesuaian ini pun sudah
melebihi ketentuan dalam
PMK yang mewajibkan pe-
manfaatan jatah DAU dan
DBH yakni sebesar 25 persen
untuk menunjang kegiatan
infrastruktur di daerah. Hasil

- penyesuaian ini pun kemu-

‘dian dikoordinasikan kembali
kepada Banggar, sehingga
sesuai regulasi penyesualan
‘pelaksanaan APBD Induk
2018 diketahui oleh dewan
erintah da-

di bidang anggaran. “Kita
sudah sesuaikan dan seka- .
rang kita laporkan kepada
Banggar. Pada intinya kita -
sudah memenuhi ketentuan
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PMK itu dan ini memang kar-

ena APBD Induk kita bahas

dengan acuan Permendagri
termasuk alokasi DAU dan
DBH, namun karena PMK
‘terbit Januari 2018 jadi kita

sesuaikan dan kami laporkan

kepada Banggar,” katanya.
Selain menyesuaikan

alokasi DAU dan DBH, Pus-

paka juga melaporkan terkait
perubahan Peraturan Bupati
(Perbup) tentang Penjabaran

APBD Induk 2018 mendahu-

lui penetapan Perda tentang

karena Buleleng mendapat
tambahan jatah DBH dan

Bantuan Keuangan Khusus'

(BKK). Dia mencontohkan,

tambahan jatah itu sudah

diarahkan untuk ‘membiayai
program Jaminan Kesehatan
Bali Mandara (JKBM) yang

sudah dialihkan ke Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)
dan pengadaan mobil am-
bulans. Demikian juga tam-
bahan DBH itu yang sudah

~diarahkan untuk program

dan kegiatan yang sudah
‘direncanakan sebelumnya.
“Ini juga sudah kami sampai-

kan dan walau sudah lakukan :

, pergeseran dan mengarahkan

Pos anggaran sesuai regulasi

terbaru, wajib untuk mem-
bahas dengan Banggar dan
detail sudah disampaikan
kepada banggar. Catatan
dewan juga sudah diakomodir
di mana JKN dapat menga-

komodasi warga miskin di 5

daerah kita,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua
DPRD Buleleng Gede Supri-
atna mengatakan, pergeseran
karena terjadi perubahan

regulasi itu telah disetujui
oleh Banggar. Dia mengata-
kan, setelah mendiskusikan -

setel

(SPAM) perdes

Selain itu, dirinya juga sudah
mendapat penjelasan bahwa
tidak ada realisasi program
yang terhambat atau bah-

kan sampai gag ‘dieksekusi:

hanya karena pergeseran be-
berapa pos anggaran tersebut.
:ﬂdak ada hal prinsip dan
ini karena pergeseran yang

‘memang harus dilakukan

karena terbitnya regulasi

a APJJDT_Induk 2018
disahkan. Program tidak ada
yang terhambat atau gagal

Perda tentang ~ direalisasikan, karena hanya
Perubahan APBD Induk 2018,
Perubahan ini dilakukan

menggeser beberapa pos ang-
-]g{aran‘saja dan sudah dilaku-
an dengan sa.nq;; - detail oleh
TAPD,” jelasnya.
Sementara itu, ~Dinas

PUPR menghitung kebutuhan

anggaran untuk rehabilitasi
infrastruktur irigasi sebesar
Rp 6.175.000.000. Rinciannya
kerusakan tanggul Sungai
(Tukad) Banyumala, Kelura-
han Banyuasri, us sepa-
njang 300 meter diperkirakan
menelan biaya perbaikan seki-
tar Rp 2,4 miliar. Kerusakan
bendung sepanjang 20 meter
dengan ketinggian 1,5 meter
di Subak Belong, Desa Kayu
Putih, Kecamatan Banjar
senilai Rp 950 juta. Sisanya
kerusakan tanggul, senderan
irigasi dengan kerugian Rp
800 juta sampai Rp 250 juta.
Perbaikan kerusakan ruas

‘jalan kabupaten sebesar Rp

1.466.000.000, dan rehabilitasi
Sarana Prasaranzr ir Minum

an senilai
Rp 839.279.000. Kerusakan
SPAM perdesaan terjadi di
Desa Tirtasari, Kayuputih, Ti-
gawasa, dan Desa $idatapa di
Keca?a_ta,n Banjar, kemudian
Desa Tegallinggah Kecamatan
Sukasada, dan De i
dan Joanyar di
Seririt. Kerusaka

Hal

1\

pergeseran itu, pada prinsip- di Desa Mayong dengan ke-
.nya tidak ada permasalahan butuhandanaRp-l, 3.688.000
yang prinsip karena TAPD Sedangkan kerusakan jalan,
hanya melakukan pergeseran membutuhkan dana bervaria-
anggaran menyesuaikanden-  si antara Rp 100 juta sa

gan regulasi yang terbaru. Rp 300 juta. (kmb38)
R L R 3 RN :

Edisi : 20 Teb 298




